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Abstract: In Carrying out his position, a Notary has the potential to be involved in legal cases, 

including criminal law cases, which result in him having to be examined by investigators, 

public prosecutors and judges. Based on Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 

concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the position of Notary, the 

examination of a Notary is carried out with the approval of the Notary honorary council. 

Basically this approval is necessary because to protect the Notary from breaches of disclosing 

the secret of the deed and to protect the Notary’s own deed so that it remains confidential. To 

review and analyze this research, the authors used the statutory approach and the conceptual 

approach. The results of the study show that the rules for summoning a Notary by an 

investigator are related to a Notary deed that has an indication of a criminal act regulated in 

Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 and Permenkumham Number 17 of 2021. 

Notary summons by an investigator must have the approval of the assembly honorary regional 

Notary. The procedures are: First, the investigator submits a letter of request for summons of 

a Notary to the regional Notary honorary council; Second, the regional Notary honorary 

council forms the examining council; Third, the examining council conducts an examination of 

the Notary; Fourth, the examining council submits a report to the head of the regional Notary 

honorary council; Fifth, the regional Notary honorary council  provides answers regarding 

giving approval or refusing. Notaries in providing legal services to the public need to get legal 

protection and guarantees from the state, in this case through the regional Notary honorary 

council. The legal protection in question is that investigators may not immediately summon or 

examine a Notary, without prior approval from the regional Notary honorary council. If the 

investigator commits the violation, then the investigator’s actions can be categorized as an act 

that violates the law, so that the summons or examination carried out by the investigator has 

been procedurally flawed. 
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Abstrak: Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris berkemungkinan terkena kasus 

hukum, termasuk kasus hukum pidana, yang mengakibatkannya harus diperiksa oleh Penyidik, 

Penuntut Umum, dan Hakim. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

pemeriksaan seorang Notaris dilakukan dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. 

Pada dasarnya persetujuan ini diperlukan karena untuk melindungi Notaris dari pelanggaran 

membuka rahasia akta dan melindungi akta Notaris sendiri agar tetap terjaga kerahasiaannya. 

Untuk mengkaji dan menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa 

aturan pemanggilan Notaris oleh Penyidik berkaitan dengan akta Notaris diatur dalam Pasal 66 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. 

Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris 

Wilayah. Adapun prosedurnya yaitu: Pertama, Penyidik mengajukan surat permohonan 

pemanggilan Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; Kedua, Majelis 

Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa; Ketiga, Majelis Pemeriksa 

melakukan pemeriksaan terhadap Notaris; Keempat, Majelis Pemeriksa memberikan laporan 

kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; Kelima, Majelis Kehormatan Notaris 

Wilayah memberikan jawaban terkait memberikan persetujuan atau menolak. Notaris dalam 

memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum dan 

jaminan oleh negara, dalam hal ini melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Perlindungan 

hukum yang dimaksud yakni Penyidik tidak boleh serta merta melakukan pemanggilan atau 

pemeriksaan terhadap Notaris, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Majelis 

Kehormatan Notaris Wilayah. Apabila Penyidik melakukan pelanggaran tersebut, maka 

tindakan penyidik dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang, 

sehingga pemanggilan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik telah cacat prosedural. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akta Autentik, Notaris, Tindak Pidana. 

 

 

PENDAHULUAN 

Noltaris adalah peljabat umum yang diangkat o llelh pelmelrintah untuk me lmbantu 

masyarakat umum dalam hal me lmbuat pelrjanjian-pelrjanjian yang ada atau timbul dalam 

masyarakat. Pelrlunya pelrjanjian-pelrjanjian telrtulis ini dibuat dihadapan selolrang no ltaris adalah 

untuk melnjamin kelpastian hukum se lrta untuk melmelnuhi hukum pelmbuktian yang kuat bagi 

para pihak yang mellakukan pelrjanjian, kelbutuhan akan pelmbuktian te lrtulislah yang 

melnghelndaki pelntingnya Lelmbaga kelnoltariatan ini.1 Noltaris diangkat dan dibe lrhelntikan o llelh 

Nelgara yang dalam hal ini diwakili o llelh pelmelrintah me llalui Melntelri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Melnkumham).2 

Melnilik dari ko lntelks pelnelgakkan hukum (law elnfo lrcelmelnt), Noltaris dapat dianggap 

selbagai salah satu pelnelgak hukum (law elnfo lrcelr) dikarelnakan prolfelsi Noltaris selbagai pelmbuat 

alat bukti telrtulis yang me lmpunyai kelkuatan pelmbuktian dalam pelrsidangan di pe lngadilan. 

Para ahli hukum belrpelndapat bahwa akta no ltaris dapat dite lrima dalam pelrsidangan di 

pelngadilan selbagai bukti yang mutlak me lngelnai isinya, te ltapi melskipun delmikian dapat 

diadakan pelnyangkalan delngan bukti selbaliknya o llelh saksi-saksi, yang dapat me lmbuktikan 

bahwa apa yang ditelrangkan o llelh Noltaris dalam aktanya adalah belnar.3 

 
1 R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indoneisa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-4 
2 Budi Untung, 2015, Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani, Andi Offset, 

Yogyakarta, hlm. 25 
3 Liliana Tedjosaputro, 1991, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, CV. Agung, Semarang, hlm. 4. 
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Dalam mellaksanakan pro lfelsinya, Noltaris turut diikat ollelh sumpah atau janji yakni 

bahwa noltaris akan melrahasiakan isi akta dan ke ltelrangan yang dipelrollelh dalam pellaksanaan 

jabatannya sellaku noltaris. Hal ini dituangkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No lmolr 

2 Tahun 2014 telntang Pelrubahan atas Undang-Undang Nolmolr 30 Tahun 2004 telntang Jabatan 

Noltaris, bahwa selolrang no ltaris belrkelwajiban untuk me lrahasiakan selgala selsuatu me lngelnai 

akta yang dibuatnya dan selgala keltelrangan yang dipe lrollelh guna pelmbuatan akta selsuai delngan 

sumpah atau janji jabatan, kelcuali undang-undang me lnelntukan lain. 

Akta autelntik yang dibuat o llelh noltaris selbagaimana dimaksud mungkin saja 

dipelrmasalahkan o llelh salah satu pihak atau pihak lain. Ke ladaan telrselbut dianggap me lrugikan 

kelpelntingan salah satu pihak baik itu de lngan pelngingkaran isi akta, tandatangan, maupun 

kelhadiran para pihak di hadapan no ltaris. Adanya dugaan bahwa akta aute lntik te lrselbut tidak 

selsuai delngan fakta selbelnarnya atau adanya keltelrangan yang dibe lrikan belrupa keltelrangan 

palsu, melnurut Sjaifurracman bahwa pe lrbuatan no ltaris yang diduga tellah me lmasukkan 

keltelrangan palsu kel dalam suatu akta dapat dike lnakan sanksi pidana. Hal ini dimungkinkan 

delngan belgitu banyaknya je lnis akta autelntik yang dapat dibuat o llelh noltaris dalam melnjalankan 

jabatannya selbagai peljabat umum pe lmbuat akta.4 

Poltelnsi risikol telrselbut melnggambarkan urgelnsi untuk melmastikan adanya jaminan 

pelrlindungan hukum bagi pro lfelsi Noltaris yang dalam ko lntelks dimaksud, relntan dipidanakan. 

Delngan delmikian, Noltaris se lbagai jabatan telrtelntu yang me lnjalankan prolfelsi pelmbelrian 

pellayanan hukum kelpada masyarakat pe lrlu melndapatkan pelrlindungan dan jaminan de lmi 

telrcapainya kelpastian hukum. 

Pelrlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk me llindungi masyarakat dari 

pelrbuatan selwelnang-welnang o llelh pelnguasa yang tidak selsuai delngan aturan hukum, untuk 

melwujudkan keltelrtiban dan keltelntraman selhingga me lmungkinkan manusia untuk me lnikmati 

martabatnya selbagai manusia.5 Dalam hal ini pelrlindungan hukum juga dibe lrikan kelpada 

prolfelsi telrtelntu o llelh undang-undang salah satunya adalah pro lfelsi Noltaris. 

Pelrlindungan hukum bagi pro lfelsi Noltaris melnjadi urgelnt keltika prolsels pelnelgakkan 

hukum pidana mulai kolnkrit te lrlaksana telrhadap Noltaris, telrutama keltika prolsels pelnyellidikan6 

tellah melningkat statusnya me lnjadi pelnyidikan. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No lmolr 8 

Tahun 1981 telntang Hukum Acara Pidana (sellanjutnya diselbut KUHAP) melnyelbutkan bahwa 

Pelnyidikan adalah selrangkaian tindakan pe lnyidik dalam hal dan me lnurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini untuk me lncari selrta melngumpulkan bukti-bukti yang te lrjadi dan 

guna melnelmukan telrsangkanya. Se ldangkan yang dimaksud de lngan Pelnyidik me lnurut Pasal 1 

angka (2) adalah peljabat po llisi nelgara Relpublik Indolnelsia atau peljabat pelgawai nelgelri sipil 

telrtelntu yang dibelri welwelnang khusus o llelh undang-undang untuk mellakukan pelnyidikan. 

Pelnyidikan baru dapat dilaksanakan o llelh pelnyidik apabila te llah telrjadi suatu tindak 

pidana dan telrhadap tindak pidana te lrselbut dapat dilakukan pe lnyidikan melnurut yang diatur 

dalam KUHAP. Untuk dapat me lnelntukan suatu pelristiwa yang te lrjadi adalah te lrmasuk suatu 

tindak pidana, melnurut kelmampuan pelnyidik untuk me lngidelntifikasi suatu pe lristiwa selbagai 

tindak pidana delngan belrdasarkan pada pe lngeltahuan hukum pidana.7 

 
4 Sjaifurracman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, hlm. 

11. 
5 Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.3 
6 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini (Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana). 
7 Hartono, 2012, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm. 32. 
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Belrkaitan delngan pelrsolalan pelnelgakan hukum pidana dimaksud, pada praktiknya 

selring ditelmukan akta no ltaris yang dipelrsolalkan o llelh para pihak atau pihak lainnya dan tidak 

jarang pula noltaris ditarik se lbagai pihak yang turut se lrta mellakukan atau melmbantu mellakukan 

suatu tindak pidana, selpelrti melmasukkan keltelrangan palsu ke l dalam akta no ltaris.8 

Belrdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No lmolr 2 Tahun 2014 te lntang 

Pelrubahan Atas Undang-Undang Nolmolr 30 Tahun 2004 telntang Jabatan Noltaris maka Noltaris 

bisa dipanggil dan dipelriksa untuk ke lpelntingan prolsels pelradilan, pelnyidik, pe lnuntut umum, 

ataupun hakim telrkait delngan akta yang melmiliki indikasi tindak pidana. Hal telrselbut melnjadi 

dasar bagi Aparat Pelnelgak Hukum (APH) untuk me lnghadirkan atau melmanggil no ltaris dalam 

prolsels pelrkara pidana se lbagai saksi atas akta yang dibuatnya bahkan tidak me lnutup 

kelmungkinan telrhadap no ltaris dipanggil selbagai telrsangka dalam suatu pe lrkara. No ltaris yang 

dipanggil selbagai saksi dipandang pe lrlu kelhadirannya dalam pe lmelriksaan pelrkara pidana 

dalam kapasitas selbagai peljabat umum yang me lmbuat akta aute lntik, selhingga dipe lrlukan 

kelsaksiannya telrhadap apa yang dilihat, dide lngar, dan bukti-bukti pelndukung dalam 

pelmbuatan akta autelntik te lrselbut, apakah dalam pro lselsnya telrindikasi adanya pelrbuatan pidana 

atau tidak. 

Dalam hal pelmanggilan te lrhadap noltaris khususnya dalam pro lsels pelnyidikan masih 

telrdapat kolndisi dimana no ltaris dianggap melnollak atau me lngabaikan pelnyidik karelna tidak 

belrseldia untuk melmelnuhi surat panggilan yang te llah dikirimkan kelpada noltaris te lrselbut yang 

akhirnya dilakukan pelnjelmputan no ltaris selcara paksa karelna dianggap me lnghalangi atau 

melnghambat prolsels pelnyidikan. Padahal, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No lmolr 2 Tahun 

2014 telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nolmo lr 30 Tahun 2004 telntang Jabatan No ltaris 

tellah melngatur prolseldur pelmanggilan dan pelngambilan salinan akta dan/atau surat-surat 

lainnya telrhadap no ltaris o llelh pelnelgak hukum lainnya, de lngan frasa “…delngan pelrseltujuan 

Majellis Kelholrmatan Noltaris”. 

Belrkaitan delngan hal ini, te lrlihat pelngabaian elksplisit telrhadap aturan undang-undang 

yang selyolgyanya melnjadi landasan me llakukan pelrbuatan hukum belrupa pelmanggilan telrhadap 

Noltaris belrkaitan delngan pro lsels pelnyidikan. Disisi lain, No ltaris dihadapkan pada ko lnflik 

antara kelwajiban hukum yang satu de lngan kelwajiban hukum lainnya, yakni antara me lmelnuhi 

panggilan pelnyidik yang juga me lrupakan pelrintah undang-undang satunya, atau me lngikuti 

pelrintah undang-undang lainnya dan taat pada pro lseldur pelmanggilan yang te llah diatur selrta 

belrupaya melnjaga kelrahasiaan atas akta yang melmiliki indikasi tindak pidana. 

Pelrsolalan yang se lringkali ditelmukan yang tidak me lncelrminkan selbuah pelrlindungan 

hukum telrhadap Noltaris belrkaitan delngan prolsels pelnyidikan adalah pelmanggilan te lrhadap 

Noltaris telrkait akta yang me lmiliki indikasi tindak pidana. Adapun te lrdapat pe lnyidik dalam 

mellakukan pelmanggilan tidak me llaksanakan pro lseldur selsuai delngan Pasal 66 ayat (1) Undang-

Undang Nolmolr 2 Tahun 2014 telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nolmolr 30 Tahun 2004 

telntang Jabatan Noltaris yaitu harus me llalui pelrseltujuan Majellis Kelholrmatan No ltaris. 

Selringkali pelnyidik me llakukan pelmanggilan langsung ke lpada No ltaris yang 

belrsangkutan tanpa adanya pe lrseltujuan Majellis Kelholrmatan Noltaris, kelndati bellum jellas 

pelnyelbabnya apakah keltidaktahuan atau pe lngabaian te lrhadap Pasal 66 Ayat (1) UU Jabatan 

Noltaris ollelh pelnyidik. Hal ini melrupakan pelrmasalahan prolseldural dimana pro lseldur 

pelmanggilan Noltaris yang diatur belrdasarkan Undang-Undang tidak dilaksanakan. 

Noltaris yang melngalami pelrsolalan ini celndelrung tidak telrbuka dan melnutupi info lrmasi 

melngelnai pelmanggilan yang cacat pro lseldural ini. Pe lrsolalan melngelnai pelmanggilan No ltaris 

dalam pelnyidikan tidak hanya be lrkisar pada telrlaksana atau tidak te lrlaksananya pro lseldur 

pelmanggilan Noltaris me llalui pelrseltujuan Majellis Kelholrmatan Noltaris, teltapi juga pe lrsolalan 

 
8 Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hlm. 24. 
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prolsels pellaksanaan prolseldur pelmanggilan Noltaris mellalui pelrseltujuan Majellis Kelholrmatan 

Noltaris. 

Dalam hal ini Maje llis Kelholrmatan Noltaris yang dibe lrikan kelwelnangan o llelh Undang-

Undang untuk melmbelrikan pelrseltujuan telrhadap pelmanggilan Noltaris tidak me llaksanakan 

kelwelnangannya selbagaimana me lstinya selhingga tidak telrlindungi kelpelntingan hukum No ltaris 

yang dipanggil o llelh pelnyidik. Misalnya dalam pro lsels pelmelriksaan No ltaris o llelh Majellis 

Kelholrrmatan Noltaris seltellah adanya pelrmintaan pelrseltujuan dari pelnyidik tidak be lrpeldolman 

pada pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku. 

Salah satu colnto lh kasus yang dapat ditilik dalam upaya me lmahami pelrsolalan ini adalah 

pelrkara yang dialami o llelh Noltaris Anly Celnggana, S.H. Bahwa No ltaris Anly Ce lnggana, S.H. 

tellah melmbuat Akta Jual Be lli Saham delngan Nolmo lr: 3, Nolmolr: 4, dan No lmo lr: 5, telrtanggal 

02 Selptelmbelr 2011. Kelmudian atas jual belli saham te lrselbut, salah satu pihak atas nama Tjipta 

Fudjiarta melnjadi telrsangka atas kasus tindak pidana pe lnipuan. 

Untuk melmbuat te lrang belndelrang kasus pidana de lngan telrsangka Tjipta Fudjiarta 

telrselbut, pelnyidik melmbelrikan Surat Pelrmolholnan Izin Pelmelriksaan No ltaris Nolmolr: 

B/7561/XI/2016/Barelskrim, te lrtanggal 21 Nolvelmbelr 2016. Kelmudian atas surat te lrselbut, 

Majellis Kelholrmatan Noltaris Wilayah Pro lvinsi Kelpulauan Riau me lngelluarkan surat jawaban 

Nolmolr: UM-MKNW-KE lPRI.12.16-17, telrtanggal 02 Delselmbelr 2016, yang mana Maje llis 

Kelholrmatan Noltaris Wilayah me lnollak pelrmolholnan pelmelriksaan telrhadap No ltaris Anly 

Celnggana, S.H. 

Kelmudian di tahun 2018, ke lmbali disampaikan Surat Pe lrmolholnan Pelnyidik Direlktur 

Tindak Pidana Umum Badan Re lselrsel Kriminal Po llri Nolmolr: B/3990/IX/2018 Dit Tipidum, 

telrtanggal 12 Selptelmbelr 2018 pelrihal izin pelmelriksaan Noltaris. Seltellah itu, Maje llis 

Kelholrmatan Noltaris Wilayah Pro lvinsi Kelpulauan Riau me lngelluarkan Surat de lngan Nolmolr: 

UM.MKNW-KElPRI.10.18-34, telrtanggal 04 Olktolbelr 2018, dalam hal ini Maje llis Kelholrmatan 

Noltaris Wilayah melmbelrikan izin telrkait pelmelriksaan atas No ltaris Anly Celnggana, S.H. 

Melrasa dirugikan atas Surat Kelputusan Maje llis Kelholrmatan Noltaris Wilayah te lrselbut, 

Noltaris Anly Celnggana S.H. me lngajukan gugatas kelpada Pelngadilan Tata Usaha Ne lgara dan 

tellah diputuskan delngan No lmolr Putusan 13/G/2018/PTUN-TPI tanggal 13 Fe lbruari 2019, 

yang mana dalam pelrkara te lrselbut yang melnjadi Telrgugat yaitu Maje llis Kelho lrmatan Noltaris 

Wilayah Prolvinsi Kelpulauan Riau. 

Adapun yang me lnjadi olbjelk gugatan pelnggugat adalah Surat Maje llis Kelholrmatan 

Noltaris Wilayah Prolvinsi Kelpulauan Riau No lmolr : UM.MKNW-KElPRI.10.18-34, tanggal 4 

Olkto lbelr 2018 telntang Pelrseltujuan Pelmelriksaan No ltaris Anly Celnggana, S.H. Bahwa alasan 

pelnggugat dalam melngajukan gugatan adalah o lbjelk gugatan a quol tellah me llanggar aspelk 

prolseldural dan welwelnang se lrta tidak selsuai delngan Pelraturan Melntelri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Relpublik Indo lnelsia Nolmolr 7 Tahun 2016 te lntang Majellis Kelho lrmatan Noltaris 

selhingga pelnggugat tellah sangat dirugikan. Adapun dalam pe lrkara telrselbut Maje llis Hakim 

dalam amar putusannya me lngabulkan gugatan Pelnggugat untuk selluruhnya dan me lnyatakan 

batal Surat Kelputusan yang dite lrbitkan ollelh Telrgugat belrupa Surat Maje llis Kelholrmatan 

Noltaris Wilayah Pro lvinsi Kelpulauan Riau No lmolr : UM.MKNW-KElPRI.10.18-34, tanggal 4 

Olkto lbelr 2018 telntang Pelrseltujuan Pelmelriksaan No ltaris Anly Celnggana, S.H, yang dalam hal 

ini adalah Pelnggugat. 

 

METODE 

Meltoldel yang digunakan ollelh pelnulis dalam pelnellitian ini adalah meltoldel yuridis-

nolrmatif karelna yang melnjadi kajian di dalam pelnellitian ini adalah hukum atau kaeldah-kaeldah 

yang belrlaku, delngan turut melmpelrhatikan tahap sinkrolnisasi hukum selcara velrtikal dan 

holrizolntal pada hukum polsitif untuk melnelntukan kelselsuaian, selrta juga delngan 

melmpelrhatikan sinkrolnisasi nolrma-nolrma delngan dolktrin dan pelndapat para ahli. Sellain itu, 
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pelnellitian ini juga telrkatelgolri selbagai pelnellitian delskriptif jika dilihat dari sudut sifatnya,9 

yakni belrtujuan untuk melndelskripsikan (melnggambarkan) selcara sistelmatis, faktual dan akurat 

suatu keljadian, pelristiwa, keladaan, individu atau geljala-geljala lain selbagaimana adanya. 

Belntuk alat pelngumpulan data yang digunakan adalah studi do lkumeln. Studi do lkumeln 

adalah suatu alat pelngumpulan data yang dilakukan me llalui data te lrtulis delngan 

melmpelrgunakan colntelnt analysis.10. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis 

kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Penyidikan Perkara 

Pidana Terkait Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI) 

Adapun para pihak dalam Putusan Pe lngadilan Tata Usaha Nelgara Tanjungpinang 

telrdiri atas pelnggugat, te lrgugat, dan telrgugat II intelrvelnsi. Para pihak akan diuraikan se lbagai 

belrikut: 

1. Pelnggugat dalam hal ini yaitu Anly Celnggana, S.H. yang me lrupakan selolrang No ltaris yang 

belrkeldudukan di Ko lta Batam. 

2. Telrgugat dalam hal ini yaitu Maje llis Kelholrmatan No ltaris Wilayah Prolvinsi Kelpulauan 

Riau, yang belrkeldudukan di Tanjungpinang. Maje llis Kelholrmatan Noltaris Wilayah yang 

dikuasakan kelpada 11 (selbellas) olrang, yaitu: 

a. Toltol Wibo lwol, S.H., M.H. 

b. Dr. Markus Gunawan, S.H., M.H. 

c. Hajelrati, S.H., M.H. 

d. Zulhari, S.H. 

e. Rolrif Delsvyati, S.H., M.H. 

f. Dwi Maya Charlly, S.H., M.H. 

g. Dwi Relsti Bangun, S.H., M.H. 

h. Rolsdiana Elvlin Wale lwangkol 

i. Elryk Selmbadha, S.H., M.H. 

j. Nolminika Sinaga, S.H. 

k. Miftah Farid, S.H. 

3. Telrgugat II Intelrvelnsi, dalam hal ini yaitu Co lnti Chandra, yang te llah melmbelrikan kuasa 

kelpada Eldward Bannelr Purba, S.H. 

Seltellah Majellis Hakim me lmutuskan dalam Putusan Pe lngadilan Tata Usaha Ne lgara 

Tangjungpinang Nolmo lr 13/G/2018/PTUN.TPI, te lrtanggal 13 Felbruari 2019. Atas Putusan 

telrselbut, kelmudian diajukan banding yang te llah diputuskan delngan Putusan Pe lngadilan 

Tinggi Tata Usaha Ne lgara Meldan Nolmolr 119/B/2019/PT.TUN-MDN, telrtanggal 26 Juni 

2019. Kelmudian Telrgugat II Intelrvelnsi melngajukan kasasi kelpada Mahkamah Agung 

yang juga tellah melndapatkan diputuskan de lngan Putusan Mahkamah Agung No lmolr 569 

K/TUN/2019, telrtanggal 02 Delselmbelr 2019. 

Para pihak dalam pe lrkara Pelradilan Tata Usaha Nelgara, telrdiri atas Pe lnggugat dan 

Telrgugat. Pelnggugat dalam pe lrkara tata usaha ne lgara adalah seltiap o lrang atau badan 

hukum pelrdata yang me lndapatkan suatu pelneltapan te lrtulis o llelh badan atau pe ljabat tata 

usaha nelgara. Pelnggugat dalam pe lrkara ini telrgollolng selbagai subjelk hukum olrang yang 

melndapatkan pelneltelpan telrtulis dalam belntuk Surat Majellis Kelholrmatan Noltaris Wilayah 

Prolvinsi Kelpulauan Riau No lmolr: UM.MKNW-KElPRI.10.18-34 telntang Pe lrseltujuan 

Pelmelriksaan Pelnggugat. 

 
9 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 50. 
10 Menurut Ole R. Holsti, Content Analysis adalah: “...any technique for making inferences by objectively and 

systematically identifying specified characteristics of messages”. Lihat Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 22. 
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Seldangkan Telrgugat dalam pe lrkara pelradilan tata usaha ne lgara selbagaimana yang 

dijellaskan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No lmolr 51 Tahun 2019 te lntang 

Pelrubahan Keldua Atas Undang-Undang Nolmo lr 5 Tahun 1986 te lntang Pelradilan Tata 

Usaha Nelgara melnyatakan bahwa “Telrgugat adalah badan atau pe ljabat tata usaha yang 

melngelluarkan kelputusan belrdasarkan welwelnang yang ada padanya atau yang dilimpahkan 

kelpadanya yang digugat o llelh olrang atau badan hukum pe lrdata.” 

Melnurut Putusan Pe lngadilan Tata Usaha Ne lgara Surabaya No lmolr: 

21/G/2017/PTUN.SBY, te lrtanggal 13 Juni 2017, di dalam pelrtimbangan hukumnya 

melnyatakan bahwa Maje llis Kelholrmatan Noltaris Wilayah se llaku peljabat tata usaha nelgara 

yang melnjalankan urusan pe lmelrintahan yaitu me lmbelrikan pelrseltujuan ijin pe lmelriksaan 

Noltaris belrdasarkan ke lwelnangan yang ada padanya se lsuai asas lelgalitas se lbagaimana 

yang telrcantum dalam Undang-Undang Nolmolr 2 Tahun 2014 dan Pelrmelnkumham Nolmolr 

7 Tahun 2016. 

Ollelh karelna itu, Surat Maje llis Kelholrmatan Noltaris Wilayah Pro lvinsi Kelpulauan Riau 

Nolmolr: UM.MKNW-KElPRI.10.18-34 dapat dijadikan o lbjelk selngkelta dan Maje llis 

Kelholrmatan Noltaris Wilayah Pro lvinsi Kelpulauan Riau dapat dijadikan Te lrgugat dalam 

pelrkara Pelradilan Tata Usaha Ne lgara, dalam hal ini pe lrkara di Pelngadilan Tata Usaha 

Tanjungpinang. 

 

Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI 

Di dalam pelrtimbangannya, Maje llis Hakim akan me lmpelrtimbangkan te lrkait delngan 

olbjelk selngkelta. Olbjelk selngkelta belrupa Surat Maje llis Kelholrmatan Noltaris Wilayah Pro lvinsi 

Kelpulauan Riau Nolmolr: UM.MKNW-KElPRI.10.18-34 belrbelntuk pelneltapan te lrtulis belrupa 

kelputusan Telrgugat me lnyeltujui untuk mellakukan pelmelriksaan telrhadap No ltaris Anly 

Celnggana, S.H. di telmpat keldudukan Noltaris dan pelngambilan foltolkolpi Minuta Akta dan/atau 

surat-surat yang dilelkatkan pada Minuta Akta atau Pro ltolkoll Noltaris dalam pelnyimpanan 

Noltaris selbagaimana yang diminta o llelh Pelnyidik. 

Tindakan Telrgugat yang me lnelrbitkan olbjelk selngkelta belrupa Surat Maje llis Kelholrmatan 

Noltaris Wilayah Prolvinsi Kelpulauan Riau Nolmo lr: UM.MKNW-KElPRI.10.18-34 dapat 

dikatelgolrikan tellah melnimbulkan atau melnciptakan hubungan hukum yang belrsifat tata usaha 

nelgara yaitu delngan adanya pelrseltujuan dari Telrgugat melmbelrikan kelwelnangan bagi Direlktur 

Tindak Pidana Umum Badan Re lselrsel dan Kriminal Kelpollisian RI untuk me llakukan 

pelmelriksaan telrhadap No ltaris Anly Celnggana, S.H. dite lmpat keldudukan No ltaris dan 

pelngambilan foltolkolpi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilelkatkan pada Minuta Akta atau 

Proltolkoll Noltaris dalam pelnyimpanan Noltaris selbagaimana dimintakan o llelh pelnyidik. 

Seldangkan bagi Pelnggugat ada kelwajiban me lmelnuhi pelmanggilan untuk dipelriksa dan 

melmbelrikan foltolkolpi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilelkatkan pada Minuta Akta atau 

Proltolkoll Noltaris dalam pelnyimpanan Noltaris  selbagaimana yang diminta o llelh Pelnyidik. 

Selhingga olbjelk selngkelta me lrupakan kelputusan tata usaha ne lgara yang be lrsifat kolnkrit, 

individual, dan final. 

Sellanjutnya Majellis Hakim melmpelrtimbangkan po lkolk selngkelta selbagai be lrikut: 

1. Pelrtimbangan dari Aspelk Kelwelnangan Telrgugat Dalam Melnelrbitkan Olbjelk Selngkelta 

Telrgugat dalam me lnelrbitkan o lbjelk selngkelta yaitu Surat Maje llis Kelho lrmatan Noltaris 

Wilayah Prolvinsi Kelpulauan Riau Nolmolr: UM.MKNW-KElPRI.10.18-34, tanggal 4 

Olkto lbelr 2018, telntang Pelrseltujuan Pelmelriksaan No ltaris Anly Celnggana, S.H. te llah selsuai 

delngan keltelntuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan Pasal 20 Pelrmelnkumham 

Nolmolr 7 Tahun 2016, se lhingga Telrgugat belrwelnang dalam melnelrbitkan o lbjelk selngkelta 

telrselbut. 

2. Pelrtimbangan dari Aspelk Prolseldur Telrgugat Dalam Me lnelrbitkan Olbjelk Selngkelta 

https://dinastirev.org/JEMSI


https://review-unes.com/                                           Vol. 6, No. 1, September 2023  

 

3084 | P a g e  

Seltellah melncelrmati fakta dan bukti pe lrsidangan, dikaitkan delngan tahapan-tahapan 

belrdasarkan Pasal 20 sampai de lngan Pasal 26 Pe lrmelnkumham Nolmolr 7 Tahun 2016, 

maka Majellis Hakim be lrpelndapat bahwa Telrgugat dalam me lnelrbitkan o lbjelk selngkelta 

yaitu Surat Maje llis Kelholrmatan Noltaris Wilayah Pro lvinsi Kelpulauan Riau No lmolr: 

UM.MKNW-KElPRI.10.18-34 tellah melnelmpuh selmua tahapan-tahapan pro lseldural 

pelmbelrian ijin pelrseltujuan pelmelriksaan telrhadap No ltaris Anly Celnggana, S.H. dite lmpat 

keldudukan Noltaris dan pelngambilan foltolkolpi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang 

dilelkatkan pada Minuta Akta atau Pro ltolko ll Noltaris dalam pelnyimpanan No ltaris 

selbagaimana dimintakan o llelh Pelnyidik. Selhingga Telrgugat tellah prolseldural dalam 

melnelrbitkan olbjelk selngkelta. 

3. Pelrtimbangan dari Aspelk Substansi Telrgugat Dalam Me lnelrbitkan Olbjelk Selngkelta 

Pelnggugat tellah me lnjalani belbelrapa kali pe lmelriksaan dari Maje llis Pe lngawas dan 

Majellis Pelmelriksa telrkait pelmbuatan akta-akta PT. Bangun Melgah Selmelsta, yaitu: 

a. Undangan Maje llis Pelngawas Wilayah Pro lvinsi Kelpulauan Riau pelrihal pelmelriksaan 

lapolran dugaan pellanggaran ko ldel eltik Noltaris Anly Celnggana, S.H. yang dilapo lrkan 

ollelh Colnti Chandra; 

b. Surat Wakil Ke ltua Majellis Pelngawas Daelrah pelrihal keltelrangan saksi dan fo ltolkolpi 

yang dilelgalisir dari Minuta Akta; 

c. Surat panggilan Maje llis Kelholrmatan Noltaris Wilayah Prolvinsi Kelpulauan Riau untuk 

melnghadap Maje llis Pelmelriksa belrdasarkan surat dari Pe lnyidik Kelpollisian Mabels 

Pollri Nolmolr: B/6563/X/2016/Barelskrim, tanggal 13 O lkto lbelr 2016; 

d. Surat panggilan Maje llis Kelholrmatan Noltaris Prolvinsi Kelpulauan Riau untuk 

melnghadap Majellis Pelmelriksa telrkait Akta No lmolr: 33. 

Belrdasarkan surat Kelpala Badan Re lselrsel Kriminal Po llri DIR Tipidum kelpada Keltua 

Majellis Kelholrmatan Noltaris Kelpulauan Riau, Nolmo lr: B/7561/XI/2016/Barelskrim, tanggal 21 

Nolvelmbelr 2016, pelrihal pelrmolholnan ijin pelmelriksaan No ltaris Anly Celnggana, S.H. dan 

telrhadap pelrmolholnan telrselbut tellah dilakukan pelmanggilan kelpada Pelnggugat o llelh Telrgugat. 

Sellanjutnya pelrmolholnan telrselbut tellah dijawab o llelh Telrgugat, tanggal 02 Delselmbelr 2016 yang 

pada polkolknya melnollak pelmelriksaan selbagai saksi te lrhadap Noltaris Anly Ce lnggana, S.H. 

delngan alasan Noltaris Anly Ce lnggana, S.H. tellah dilakukan pelmelriksaan belbelrapa kali o llelh 

Mabels Pollri. 

Kelmudian belrdasarkan surat No lmolr: B/7740-Um/XI/2016/Barelskrim, tanggal 29 

Nolvelmbelr 2016, dan te llah dijawab o llelh Telrgugat tanggal 16 De lselmbelr 2016, yang pada 

polkolknya melmbelrikan ijin kelpada Pelnyidik untuk melminta keltelrangan kelpada No ltaris selbagai 

saksi delngan catatan dilakukan ditelmpat keldudukan Noltaris selhingga tidak 

melmbelratkan/melnghalangi pe llaksanaan tugas No ltaris yang belrsangkutan kare lna sudah 

dipanggil dan dipelriksa belrulang-ulang. 

Belrdasarkan Surat Maje llis Kelholrmatan Noltaris, Nolmolr: UM.MKNW-KElPRI.05.18-

23, tanggal 23 Meli 2018, pelrihal Bantuan Pelmanggilan Saksi dalam Pe lrkara atas nama 

Telrdakwa Tjipta Fujiarta yang pada po lkolknya belrisikan bahwa Maje llis Kelho lrmatan Noltaris 

melnyeltujui pelmanggilan No ltaris Syaifudin, S.H. dan Anly Ce lnggana, S.H. untuk dihadirkan 

dan didelngarkan keltelrangannya se lbagai saksi pada sidang pe lrkara pidana delngan Telrdakwa 

Tjipta Fujiarta dikaitkan de lngan Surat Tuntutan No lmolr Relgistelr Pe lrkara: PDM-

06/ElPP.2/Batam/01/2018, tanggal 24 Olkto lbelr 2018 dan Putusan Pe lngadilan Nelgelri Batam 

Nolmolr: 129/Pid.B/2018/PN.Btm, tanggal 11 Delselmbelr 2018. Pelnggugat tellah me lmbelrikan 

keltelrangan di bawah sumpah di de lpan pelrsidangan atas Telrdakwa Tjipta Fudjiarta be lrkaitan 

delngan tindak pidana “pelnipuan dan melnyuruh melnelmpatkan keltelrangan palsu kel dalam surat 

autelntik” yang salah satu surat-surat telrkait adalah Akta No ltaris yang dibuat dan dicatat o llelh 

Pelnggugat dan dalam pe lrkara telrselbut juga tellah me lmbelrikan keltelrangan di bawah sumpah 

atas nama Sutriswi. 
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Seltellah Majellis Hakim melncelrmati surat pelrmolholnan ijin pelmelriksaan Pelnggugat yang 

diajukan ollelh Pelnyidik Direlktur Tindak Pidana Umum Wadir Badan Re lselrsel Kriminal Po llri 

Direlkto lrat Tindak Pidana Umum pada tanggal 12 Se lptelmbelr 2018 adalah telrkait delngan fakta-

fakta hasil pelnyidikan salah satunya me lngelnai keltidakhadiran Sutriswi didukung de lngan 

adanya data manifelst pelsawat lio ln yang melnunjukan bahwa Sutriswi datang dari Pe lkanbaru 

tanggal 4 Delselmbelr dikaitkan delngan akta-akta yang ditelrbitkan ollelh Pelnggugat, yaitu: 

a. Akta Pelndirian PT. Bangun Melgah Selmelsta, Nolmo lr: 13, tanggal 19 Olkto lbelr 2007; 

b. Akta Belrita Acara RUPS-LB PT. Bangun Me lgah Selmelsta, Nolmolr: 47, tanggal 17 Januari 

2011; 

c. Akta Kelputusan RUPS-LB PT. Bangun Melgah Selmelsta, Nolmolr: 89, tanggal 27 Juli 2011; 

d. Akta Pelrnyataan Para Pe lmelgang Saham PT. Bangun Me lgah Selmelsta, Nolmolr: 

1601/W/Nolt.AC/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011; 

e. Akta Pelrubahan Kelputusan RUPS-LB PT. Bangun Melgah Selmelsta, telrtanggal 27 Juli 2011, 

Nolmolr: 1, tanggal 1 Agustus 2011; 

f. Akta Pelmbatalan Kelputusan RUPS-LB PT. Bangun Me lgah Selmelsta, telrtanggal 27 Juli 

2011, Nolmolr: 98, tanggal 30 No lvelmbelr 2011; 

g. Akta Kelputusan RUPS-LB PT. Bangung Melgah Selmelsta, Nolmolr: 99, tanggal 30 Nolvelmbe lr 

2011; 

h. Akta Belrita Acara RUPS-LB PT. Bangung Melgah Selmelsta, Nolmolr: 2, tanggal 2 Delselmbe lr 

2011; 

i. Akta Jual Belli Saham, No lmolr: 3, tanggal 2 Delselmbelr 2011; 

j. Akta Jual Belli Saham, No lmolr: 4, tanggal 2 Delselmbelr 2011; 

k. Akta Jual Belli Saham, No lmolr: 5, tanggal 2 Delselmbelr 2011. 

Telrhadap pelrmolho lnan ijin pelmelriksaan telrselbut tellah dilakukan pelmelriksaan te lrhadap 

Pelnggugat ollelh Majellis Pe lmelriksa pada tanggal 2 O lkto lbelr 2018 selsuai isi ari be lrita acara 

pelmelriksaan telrungkap bahwa Pe lnggugat tellah belbelrapa kali dipanggil dan o llelh Majellis pun 

sudah pelrnah dipelriksa. Se llanjutnya belrdasarkan Kelputusan Majellis Kelho lrmatan Noltaris 

Prolvinsi Kelpulauan Riau No lmolr: 09/K-MKNW Pro lvinsi KElPRI/IX/2018, te lrtanggal 2 

Olkto lbelr 2018 di dalam pe lrtimbangan hukum yang pada po lkolknya Majellis tidak me lnelmukan 

kelsalahan prolseldur dalam pe lmbuatan akta-akta namun melngingat pelntingnya pelmelriksaan ini, 

delmi telrangnya pelrkara de lngan harapan selgelra te lrsellelsaikannya kasus ini, maka Maje llis 

melmbelrikan pelrseltujuan pe lmelriksaan telrhadap No ltaris Anly Celnggana dan pe lngambilan 

foltolkolpi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dile lkatkan pada Minuta Akta atau Pro ltolkoll 

Noltaris dalam pelnyimpanan No ltaris, selhingga dite lrbitkanlah Surat Majellis Kelholrmatan 

Noltaris Wilayah Prolvinsi Kelpulauan Riau Nolmolr: UM.MKNW-KElPRI.10.18-34, tanggal 4 

Olkto lbelr 2018, telntang Pelrseltujuan Pelmelriksaan No ltaris Anly Celnggana, S.H. 

Pelrmasalahan yang dijadikan dasar pe lnyidik Direlktur Tindak Pidana Umum Badan 

Relselrsel dan Kriminal Kelpollisian RI yang dijadikan alasan pe lrmolholnan ijin pelmelriksaan 

Pelnggugat adalah sama delngan pelmelriksaan pelrmasalahan telrkait pelnelrbitan akta-akta Noltaris 

PT. Bangun Melgah Selmelsta yang ditelrbitkan o llelh Pelnggugat, yang tellah cukup pada 

keltelrangan fakta yang te lrungkap pada pelmelriksaan yang pelrnah dilakukan o llelh Pelnyidik 

Direlktur Tindak Pidana Umum Badan Re lselrsel dan Kriminal Kelpollisian RI dan atas pe lrkara 

pelrdata dan pidana telrdahulu. 

Majellis Kelholrmatan No ltaris Wilayah Pro lvinsi Kelpulauan Riau dalam me lnelrbitkan 

olbjelk selngkelta yang belrisikan pelrseltujuan pelmelriksaan telrhadap Noltaris Anly Ce lnggana, S.H.  

melmbelrikan jawaban yang tidak kolnsisteln selhingga melnurut Majellis Hakim tidak melmbelrikan 

kelpastian hukum bagi Pe lnggugat yang mana hal te lrselbut melrupakan pellanggaran asas 

kelpastian hukum sellain keltidakpastian dan jawaban yang tidak kolnsisteln dari Telrgugat telrselbut 

juga mellanggar asas pelrmainan yang layak (fair play). 
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Majellis Hakim belrpelndapat pelrseltujuan pelmelriksaan telrhadap Noltaris Anly Celnggana, 

S.H. mellalui olbjelk selngkelta adalah belrtelntangan delngan Asas-asas Umum Pelmelrintahan yang 

Baik, khususnya asas kelpastian hukum dan asas pe lrmainan yang layak (fair play). 

Bahwa dalam pe lrtimbangannya Majellis Hakim PTUN be lrpelndapat pelrseltujuan 

pelmelriksaan telrhadap No ltaris Anly Celnggana, S.H me llalui olbjelk selngkelta a quol adalah 

belrtelntangan delngan Asas-asas Umum Pelmelrintahan yang Baik khusus nya Asas Ke lpastian 

Hukum dan Asas Pelrmainan yang Layak (fair play) karelna Majellis Kelho lrmatan Noltaris 

Wilayah Prolvinsi Kelpulauan Riau (in casu Telrgugat) dalam melnelrbitkan olbjelk selngkelta a quol 

yang belrisikan pelrseltujuan pelmelriksaan telrhadap No ltaris Anly Celnggana, S.H (in casu 

Pelnggugat) melmbelrikan jawaban yang tidak ko lnsisteln karelna tellah pelrnah dipe lriksa telrhadap 

akta yang sama dalam pelrkara selbellumnya. 

Belrdasarkan selluruh uraian pe lrtimbangan hukum di atas, maka Maje llis Hakim 

belrkelsimpulan telrhadap alasan-alasan Telrgugat yang me lmbelrikan pelrseltujuan pelmelriksaan 

telrhadap Pelnggugat adalah tidak be lralasan hukum se lhingga substansi pe lnelrbitan olbjelk 

selngkelta belrtelntangan delngan Asas-asas Umum Pelmelrintahan yang Baik dan o llelh karelnanya 

gugatan Pelnggugat adalah belrdasar hukum. 

Seltellah dijatuhkannya Putusan Pe lngadilan Tata Usaha Ne lgara Tanjungpinang No lmolr: 

13/G/2018/PTUN-TPI, te lrtanggal 11 Felbruari 2019. Pada tahun 2019 diajukan banding. 

Seltellah kelluar Putusan Pe lngadilan Tinggi Tata Usaha Ne lgara Me ldan Nolmolr: 

119/B/2019/PT.TUN-MDN, telrtanggal 26 Juni 2019, Telrgugat II Intelrvelnsi melngajukan kasasi 

kelpada Mahkamah Agung. Ke lmudian Mahkamah Agung me lngelluarkan Putusan Mahkamah 

Agung Nolmolr: 569 K/TUN/2019, telrtanggal 02 Delselmbelr 2019. 

Adapun pelrtimbangan Maje llis Hakim dalam putusan kasasi yaitu Mahkamah Agung 

belrpelndapat: 

1. Pelnelrbitan kelputusan tata usaha ne lgara o lbjelk selngkelta tellah selsuai delngan kelwelnangan 

yang ada pada Turut Telrmo lholn Kasasi/Telrgugat; 

2. Prolseldur pelnelrbitan kelputusan tata usaha nelgara o lbjelk selngkelta tellah se lsuai delngan 

pelraturan pelrundang-undangan dan Asas-asas Umum Pelmelrintahan yang Baik (AUPB); 

3. Selcara nolrmatif tidak te lrdapat aturan yang melmbatasi jumlah pelmanggilan telrhadap Noltaris 

yang helndak dipelriksa Po llisi, selhingga walaupun Pe lmolholn Kasasi/Telrgugat II Inte lrvelnsi 

tellah dipanggil belbelrapa kali, akan te ltapi jika ke ltelrangannya dipandang masih dipe lrlukan, 

maka ia dapat dipanggil kelmbali untuk didelngar keltelrangannya; 

4. Walaupun di dalam pelrtimbangan hukum Kelputusan Majellis Kelholrmatan No ltaris Wilayah 

Prolvinsi Kelpulauan Riau, No lmolr: 09/K-MKNW PRO lVINSI KElPRI/IX/2018, tanggal 2 

Olkto lbelr 2018, pada intinya me lnelgaskan bahwa Maje llis tidak me lnelmukan kelsalahan 

prolseldur dalam pelmbuatan akta-akta, namun me lngingat pelntingnya pelmelriksaan ini, de lmi 

telrangnya pelrkara delngan harapan selgelra telrsellelsaikannya kasus ini, maka Maje llis 

melmbelrikan pelrseltujuan untuk me llakukan pelmelriksaan telrhadap Noltaris Anly Ce lnggana, 

S.H. dan pelngambilan fo ltolkolpi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dile lkatkan pada 

Minuta Akta atau Pro ltolkoll Noltaris dalam pelnyimpanan Noltaris, hal te lrselbut tidak 

melnghalangi dilakukan pe lmanggilan dan/atau pelmelriksaan belrikutnya, karelna tujuannya 

adalah untuk melmbantu aparat pe lnelgak hukum me llakukan prolsels hukum te lrhadap para 

Noltaris yang disangka me llakukan suatu tindak pidana. Delngan delmikian, ke lputusan tata 

usaha nelgara o lbjelk selngkelta tidak hanya belrmanfaat bagi Po llisi dalam me llaksanakan 

tugasnya, akan teltapi juga be lrmanfaat bagi Te lrmo lholn Kasasi/Pelnggugat dalam rangka 

melnjaga kelpelrcayaan masyarakat te lrhadapnya. 

Bahwa dalam pe lrkara ini pelngajuan pelrmolholnan pelnyidik telrselbut belrdasarkan 

Surat Direlktur Tindak Pidana Umum Barelskrim Pollri Nolmolr : B/3990/IX/2018/Dit 

Tipidum tanggal 12 Selptelmbelr 2018, belrkaitan delngan pelnanganan tindak pidana delngan 

nama Telrsangka Tjipta Fudjiarta te lrkait delngan pelnelrbitan akta yang dite lrbitkan ollelh 

Noltaris Anly Celnggana, S.H. Adapun akta-akta telrselbut belrkaitan delngan Akta Partij dan 
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Akta Rellaas/Akta Pe ljabat yang dibuat o llelh Noltaris Anly Celnggana. Adapun me lngelnai 

Akta Partij (partij acte l) melrupakan Akta yang dibuat dihadapan No ltaris yang 

melncantumkan selcara aute lntik keltelrangan-keltelrangan dari para pihak yang dituangka 

dalam akta telrselbut, dalam pe lrkara ini adalah Akta Jual Be lli Saham No lmo lr : 3 tanggal 2 

Delselmbelr 2011, Akta Jual Be lli Saham No lmolr : 4 tanggal 2 De lselmbelr 2011, Akta Jual 

Belli Saham Nolmolr : 5 tanggal 2 De lselmbelr 2011.  Se ldangkan telrhadap Akta yang dibuat 

ollelh Noltaris belrupa Akta Re llaas/Akta Peljabat, dimana No ltaris dalam jabatannya se lbagai 

peljabat umum melnelrangkan atau me lmbelrikan kelsaksian dari apa yang dilihat, disaksikam, 

dan dialami yang dilakukan o llelh pihak lain. Dalam pe lrkara ini adalah Akta Be lrita Acara 

RUPS-LB PT. Bangun Melgah Selmelsta Nolmolr : 2 tanggal 2 Delselmbelr 2011. 

Adapun telrhadap pelrmolholnan pelnyidik yang dise ltujui o llelh Maje llis Kelholrmatan 

Noltaris delngan me lngelluarkan Surat Maje llis Kelholrmatan Noltaris Wilayah Pro lvinsi 

Kelpulauan Riau No lmo lr : UM.MKNW-KElPRI.10.18-34 tanggal 4 O lkto lbelr 2018 telntang 

Pelrseltujuan Pelmelriksaaan No ltaris Anly Celnggana, S.H, atas pe lrseltujuan te lrselbut Noltaris 

Anly Celnggana, S.H me lrasa kelbelratan dan dirugikan baik se lcara mate lriil maupun 

immatelriil atas dite lrbitkannya surat telrselbut selhingga Noltaris Anly Ce lnggana, S.H 

melngajukan gugatan kare lna dalam pelnelrbitan surat pelrseltujuan telrselbut me lnurut Noltaris 

Anly Celnggana, S.H se llaku pelnggugat tellah belrtelntangan delngan asas kelpastian hukum 

dan tellah mellanggar aspe lk prolseldural dan welwelnang dan tidak selsuai delngan Pelraturan 

Melntelri Hukum dan Ham No lmolr 7 Tahun 2016 telntang Majellis Kelholrmatan No ltaris. 

Dalam pelrkara ini dapat dike ltahui bahwa pelnyidik dalam me llakukan prolsels 

pelnyidikan tellah me llaksanakan selsuai delngan aturan pe lmanggilan Noltaris selsuai delngan 

Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nolmolr 2 Tahun 2014 te lntang Pelrubahan Atas Undang-

Undang Nolmolr 30 Tahun 2004 telntang Jabatan No ltaris yang mana pe lnyidik dalam 

mellakukan pelmanggilan te lrhadap Noltaris me lminta pelrseltujuan Majellis Kelholrmatan 

Noltaris telrlelbih dahulu. Namun pe lrmasalahan yang timbul dalam pelrkara ini adalah 

delngan adanya pelrseltujuan o llelh Majellis Kelholrmatan Noltaris telrhadap pelmelriksaan 

Noltaris Anly Celnggana, S.H yang te llah diminta pe lrseltujuannya o llelh pelnyidik me lmbuat 

Noltaris Anly Celnggana, S.H me lrasa kelbelratan dan dirugikan se lhingga me lngajukan 

gugatan kel PTUN de lngan o lbjelk selngkelta belrupa surat pelrseltujuan atas pe lmelriksaan 

Noltaris Anly Celnggana, S.H yang dike lluarkan o llelh Majellis Kelholrmatan No ltaris 

Kelpulauan Riau. Delngan delmikian telrjadinya selngkelta Tata Usaha Nelgara antara No ltaris 

Anly Celnggana, S.H se llaku pelnggugat mellawan Majellis Kelholrmatan Noltaris Kelpulauan 

Riau sellaku telrgugat.  

Melnurut pelnulis, No ltaris selbagai peljabat umum yang me lnjalankan pro lfelsi dalam 

melmbelrikan jasa hukum kelpada masyarakat pe lrlu melndapatkan pelrlindungan hukum dan 

jaminan ollelh nelgara, se lhingga dibelntuklah Maje llis Kelholrmatan Noltaris yang salah satu 

kelwelnangannya melmbelrikan pelrseltujuan atau pe lnollakan untuk kelpelntingan pelnyidikan 

dan pelradilan, atas pe lngambilan foltolkolpi Minuta Akta dan pe lmanggilan No ltaris untuk 

hadir dalam pelmelriksaan yang be lrkaitan delngan akta atau Pro ltolkoll Noltaris yang belrada 

dalam pelnyimpanan No ltaris. 

Noltaris yang mellaksanakan selbagian kelwelnangan nelgara di bidang hukum pelrdata, 

khususnya dalam pelmbuatan akta, yang mana akta itu e lselnsinya dibuat ollelh peljabat nelgara 

selhingga nelgara me lmpunyai kelwajiban untuk me lmbelrikan pelrlindungan hukum jika 

Noltaris akan dipelriksa selsuai delngan melkanismel yang tellah ditelntukan. 

Sellain melmbelrikan kelpastian hukum te lrhadap Noltaris, me lngelnai aturan 

pelmanggilan Noltaris juga me lnjadi dasar bagi Pe lnyidik agar mellaksanakan prolsels 

pelnyidikan salah satunya delngan mellakukan pelmanggilan telrhadap Noltaris selsuai delngan 

keltelntuan Pasal 66 Ayat (1) UUJN-P selhingga prolsels pelnyidikan telrlaksana selsuai delngan 

prolseldur. Kelmudian pellaksanaan pelmanggilan No ltaris selsuai delngan keltelntuan telrselbut 

sellain mellaksanakan pelrintah undang-undang juga me lrupakan suatu belntuk pelnghargaan 
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dan pelngholrmatan pro lfelsi Noltaris yang melmbelrikan pellayanan kelpada Masyarakat dalam 

belntuk pelmbuatan Akta O ltelntik yang melmiliki kelkuatan selmpurna apabila dijadikan alat 

bukti dalam pelrsidangan. 

 

KESIMPULAN 

Aturan pelmanggilan No ltaris o llelh Pelnyidik belrkaitan delngan akta Noltaris yang me lmiliki 

indikasi tindak pidana diatur dalam Pasal 66 UUJN-P jol Pelrmelnkumham No lmolr 17 Tahun 

2021. Pelmanggilan Noltaris o llelh Pelnyidik, harus de lngan pelrseltujuan Majellis Kelholrmatan 

Noltaris Wilayah. Adapun pro lseldurnya yaitu: Pelrtama, Pelnyidik melngajukan surat pelrmolholnan 

pelmanggilan Noltaris kelpada Maje llis Pelngawas No ltaris Wilayah; Keldua, Maje llis Kelholrmatan 

Noltaris Wilayah melmbelntuk Majellis Pelmelriksa; Keltiga, Majellis Pelmelriksa me llakukan 

pelmelriksaan telrhadap No ltaris; Kelelmpat, Majellis Pelmelriksa melmbelrikan lapo lran kelpada 

Keltua Majellis Kelholrmatan No ltaris Wilayah; Kellima, Maje llis Kelholrmatan No ltaris Wilayah 

melmbelrikan jawaban telrkait me lmbelrikan pelrseltujuan atau melnollak. 

Noltaris selbagai peljabat umum yang melnjalankan prolfelsi dalam melmbelrikan jasa hukum 

kelpada masyarakat pelrlu me lndapatkan pelrlindungan hukum dan jaminan o llelh nelgara, dalam 

hal ini mellalui Majellis Kelholrmatan Noltaris Wilayah. Pe lrlindungan hukum yang dimaksud 

yakni Pelnyidik tidak bo llelh selrta melrta mellakukan pelmanggilan atau pelmelriksaan te lrhadap 

Noltaris, tanpa adanya pelrseltujuan telrlelbih dahulu dari Maje llis Kelholrmatan No ltaris Wilayah. 

Apabila Pelnyidik mellakukan pellanggaran telrselbut, maka tindakan pelnyidik dapat 

dikatelgolrikan selbagai tindakan yang me llanggar undang-undang, selhingga pelmanggilan atau 

pelmelriksaan yang dilakukan o llelh Pelnyidik tellah cacat pro lseldural. 
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